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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan

hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah

penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya

adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner.

Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini

telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan

pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi

dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait

peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia

(Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama

dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban,

antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban

dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan

sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan

pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat

menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di

Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang

Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat

Indonesia.

......This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according

to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems,

and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is,

mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and

forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule

of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government

especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining

related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone

mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the

interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected

adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and
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better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government

functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the

mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in

Indonesia can be felt by the people of Indonesia.


